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1.1 Latar Belakang

Pengertian dari tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”
yakni, suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan
mana juga disertai dengan adanya ancaman (sanksi) yang berupa pidana, bagi
siapa saja yang sudah melanggar larangan tersebut. Dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana tersebut tidak terdapat suatu penjelasan yang secara pasti
mengenai apa Yyang dimaksud dengan strafbaar feit. Tindak pidana biasanya
disamakan dengan suatu delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.

Permasalahan perlindungan anak sering dijadikan sebagai obyek tindakan
kejahatan pada pembahasan internasional yakni Deklarasi Jenewa tentang Hak
Anak pada tahun 1924 yang selanjutnya tanggal 20 November 1958, selanjutnya
pada Majelis Umum PBB menjelaskan serta mengesahkan Declaration of the
Right of the child.!

Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang menjunjung tinggi
hokum.Sehingga hukum mempunyai arti yang sangat luas. Negara, masyarakat,
pemerintah daerah, keluarga serta orang tua atau wali bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak. “Setiap sudut kehidupan pasti terkait dengan
hukum.Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk

membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkondisi dan terkontrol. Hukum juga

"Muladi, 1992, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampao Hukum Pidana, Bandung, him. 108.
?Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014.



merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari suatu
keadilan. Karena itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh serta
mendapatkan pembelaan di depan hukum sehingga bisa diartikan hukum
merupakan ketentuan atau peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.®

Pada dasarnya tujuan hukum diciptakan agar terciptanya suatu kerukunan
dan perdamaian dalam hidup masyarakat dan memiliki tujuan hukum adalah
untuk mendapatkan keadilan, keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam
masyarakat.Namun kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai
tindak pidana, ini menunjukan bahwa tujuan hukum belum terwujud sepenuhnya,
sehingga masyarakat merasa gelisah saat hukum belum terwujud sepenuhnya.

Kaitannya dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur
sesama jenis tersebut diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP). Bunyi pasal 292 KUHP adalah “Orang dewasa yang melakukan
perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau
sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun”. *

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dan setiap orang dapat menjadi
sasaran kejahatan, mulai dari orang dewasa maupun anak dibawah umur, salah
satu kejahatan yang seringkali terjadi pada anak dibawah umur adalah
pencabulan.Kejahatan yang terjadi pada anak dibawah umur dikarenakan anak-

anak kurang mengerti bahwa itu suatu tindak pidana.Kejahatan terhadap orang

*https://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum.html?m=1, diakses pada 02
Desember 2019.
*Andi Hamzah, 2014, KUHP dan KUHAP, (Rineka Cipta: Jakarta), him.117.
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dewasa maupun terhadap anak sangat meningkat diiringi dengan teknologi yang
semakin marak terjadi dilingkungan masyarakat karena kejahatan yang terjadi
bukan hanya kejahatan harta benda tetapi termasuk kejahatan kesusilaan juga
sangat meningkat.

Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam
tindakan bagi anak yang sudah pernah mengalami tindak kesusilaan pasti
merupakan pengalaman buruk yang akan menimbulkan kerugiaan mental,
fisik,sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Dapat dilihat bahwa salah satu
kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan kesusilaan yang lebih dikenal

dengan pencabulan.

Kejahatan kesusilaan terhadap anak harus mendapatkan perhatian lebih dan
perlindungan dari hukum untuk melindungi dirinya apalagi dizaman sekarang
banyak yang tidak menghiraukan hukum sehingga mudah bagi para pelaku
melakukan tindak pidana pencabulan tanpa memikirkan hukuman yang akan

terjadi setelah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Faktor ekonomi dan sosial yang terjadi pada Indonesia menjadi dampak
terhadap anak Indonesia yang sering kali mendapat perlakuan tidak baik,
eksploitasi, mendagangkan anak serta menelantarkan anak dan memperkerjakan
anak sehingga mudah terjadi kejahatan kesusilaan dan memiliki dampak buruk.
Anak seringkali mendapatkan perlakuan buruk karena kurang nya perhatian yang
didapat menjadikan pelaku mudah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap

anak.



Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana(KUHP) pada bab XIV buku ke-l1l pasal 289 s/d 296 KUHP sebagai
kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak diatur dalam
KUHP saja melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Pemberian sanksi hukuman tambahan terhadap para pelaku kejahatan
pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur harus dilakukan, agar
tetap mampu memberi efek jera, dengan meningkatnya jumlah kejahatan
kesusilaan yang melibatkan anak sebagai korban harus ditanggapi dengan
serius.Pemerintah harus berperan besar dalam menanggapi jumlah kejahatan

kesusilaan yang terjadi pada anak di bawah umur.

Oleh sebab itu pemerintah dituntut penuh dalam menanggapi kasus
kekerasan seksual terhadap anak. Pada tanggal 25 Mei 2016 Peraturan Pemerintah
Pengganati Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 yang telah ditandatangani dan
disahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai hukum baru untuk menjaga anak-
anak dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh para orang dewasa yang
bertujuan bagi para pelaku pedofil dengn tambahan hukuman kebiri secara
kimiawi serta pemasangan alat deteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa

terdeteksi alat deteksi elektronik agar terdeksi setelah keluar dari penjara.



Hukuman juga diperberat dengan menjadi hukuman mati, maksimal 20 tahun dan

minima 10 tahun penjara.’

Penjelasan “Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan
Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak” menjadi Undang-undang. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara
menjamin penuh hak anak atas kelanjutan hidup, dan melindungi anak dari
kekerasan. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak

khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak telah diubah dengan melalui Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang perubahannya menuju pada pemberatan sanksi
pidana kepada para pelaku kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Namun,
pada perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan jumlah kekerasan
seksual terhadap anak.Suatu Negara harus mengambil langkah yang optimal dan
dengan tidak hanya memberikan pemberatan pada sanksi pidana, harus
menerapkan pencegahan dengan memberikan hukuman berupa kebiri, dan

rehabilitasi bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

*Ihsanuddin,  “Jokowi tanda tangani Perppu  yang diatur hukuman  kebiri”,
http://Nasional. Kompas,com/Read/2016.05/25/17001251/Jokowi. Tanda. Tangani.Perppu.Yang.Atu
r.Hukuman.Kebiri, di akses pada 18 November 2019.
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Penerapan sanksi pidana harus mampu menciptakan nilai baik bagi keadilan
secara umum, nilai baik dari korban, pelaku, dan masyarakat.Penerapan sanksi
pidana tersebut harus memiliki suatu tingkatan yang berat bagi para pelaku
pemerkosaan, teruama pada pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.
Sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki pribasi terpidana berdasarkan
perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana
merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali

kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.®

Kejahatan kesusilaan pada dasarnya merupakan perbuatan melanggar
kesusilaan yang sengaja merusak korban dengan paksaan dan ancaman.Pedofilia
menjadi ancaman nyata yang memiliki potensi kepada norma sosial yang akan
menjadi penghambat. Pedofilia yang sering dilakukan oleh orang dewasa terhadap
anak-anak untuk melakukan seksual, karena ada suatu kepuasan yang menjadi
ketika sedang berhubungan seksual pada anak tersebut. Perilaku sikap seksual
sangat beragam dan ditentukan oleh suatu faktor-faktor yang akurat dengan
dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan sekitar.
Pedofilia merupakan gangguan yang ditandai dengan ketertarikan terhadap anak
dibawah umur di usia 13 tahun kebawah yang belum memasuki masa pra-
pubertas, para pelaku seakan tidak memperdulikan usia anak untuk kebutuhan

nafsu para pelaku.

Melakukan suatu praktik pedofilia di Indonesia sudah banyak tersebar

meskipun begitu sudah menjadi hal yang biasa bagi para pelakupedofil,sudah

® Leden Marpaung, 2009, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika: Jakarta, him.4.



berbagai macam laporan kasus kejahatan pedofilia terutama dari aktivis
Perlindungan Anak. Banyak para pelaku pedofilia mengelabuhi anak-anak dengan
cara memberikan uang, makanan, pakaian, sehingga anak-anak mudah terhasut
dengan hal tersebut. Dilihat dari berbagai ragam perbuatan para pelaku pedofilia
semakin marak dikarenakan pasal-pasal menjadi lemah untuk menjerat para
pelaku sehingga para pelaku tidak memiliki rasa takut akan mengulangi perbuatan
nya dengan atas hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya membuat

kejahatan kesusilaan ini menjadi hal yang tidak asing didengar.

Selama ini Undang-Undang yang digunakan untuk menghukum para pelaku
kejahatan kesusilaan adalah dengan KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 Tentang
Pencabulan.Tuntutan hanya maksimal 5 tahun para aktivis perlindungan anak
beranggapan hukuman itu sudah tidak relevan bagi pelaku.Dalam pasal 287
KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara.Sedangkan tidak ada

pengaduan, maka tidak diadakannya suatu penuntutan.

Perlindungan hak anak bagian dari Hak Asasi Manusia, yang terdapat dalam
pasal 28B ayat (2) menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berrkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah disampaikan,
maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul “PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (PEDOFILIA)”.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan
permasalahan dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana efektifitas penerapan sanksi pidana pedofilia terhadap
kejahatan didalam hukum?
2. Apakahhambatan peraturan dilapangan dan cara penanganan tindak

pidana pedofilia di Indonesia?

1.3 Tujuan Peneitian

Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui penerapan
sanksi pidana terhadap para pelaku kejahatan kesusilaan
1. Untuk mengetahui efektifnya penerapan sanksi pidana pedofilia
terhadap kejahatan didalam hukum.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan peraturan dilapangan dan cara

menanganinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka penelitian ini diharapkan memiliki
manfaat tinggi baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat

penelitian ini adalah:



1.4.1 Manfaat Teoritis

a.

Memberikan pemikiran baru bagi kurikulum yang akan terus
berkembang sesuai dengan tuntutan dan sesuai dengan kebutuhan
perkembangan mahasiswa/i.

Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan Hukum
untuk meningkatkan kemampuan.

Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya sehingga

dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

a.

C.

Bagi Penulis dapat menambah wawasan serta pengalaman
langsung tentang cara meningkatkan kemampuan berfikir yang
efektif.

Bagi mahasiswa/i dapat sebagai subyek penelitian, diharapkan
dapat memperoleh pengalaman secara langsung mengenai
pembelajaran secara aktif, dan menyenangkan sehingga
mahasiswa/i tertarik untuk mempelajarinya.

Bagi Universitas sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun
program pembelajaran serta menetukan metode dan media
pembelajaran semakin tepat untuk tempat mengambangkan

kemampuan.



